
 
 

BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR  18  TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGLI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan 

kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan 
berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta 
Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2024 perlu 
menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 
2025;  

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2025; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398);  

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Bali (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6871); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Darah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120  Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80  Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);  

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 



 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.  
3. Bupati adalah Bupati Bangli. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.  
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 

yang selanjutnya disingkat RKPD-SB adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
rencana pemerintah tahunan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan untuk 
periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2025 
sampai dengan 31 Desember 2025. 

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Anggaran PD yang selanjutnya disingkat 
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan 
anggaran PD. 

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati 
dengan Dewan Perwakilat Rakyat Daerah. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja pembiayaan setiap PD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja pembiayaan setiap PD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran.  

 
 



 
BAB II 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
 

Pasal 2 
 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja-PD Tahun 

2025.  
(2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman PD dalam menyusun RKA-SKPD. 
 

 
Pasal 3 

 
Renja-PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 

Lalu 
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 

Daerah 
BAB V : Penutup 
 

 
Pasal 4 

 
Susunan dan sistematika Renja-PD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 5 
 

(1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan Renja-PD secara berkala atas pelaksanaan 
DPA-SKPD. 

(2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-
PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada Bupati melalui PD yang membidangi perencanaan 
pembangunan Daerah. 

(3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-
PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan 
masukan dan pertimbangan untuk penyusunan 
perencanaan tahun berikutnya. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.  
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 29 Juli 2024 
 
BUPATI BANGLI, 
 
                    ttd 

 
                                                       
              SANG NYOMAN  SEDANA ARTA 
 
 
 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 29 Juli 2024 
 
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
                                    
                                   ttd 
 
                   I MADE ARI PULASARI 
 
BERITA  DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 18   
      
 

         Salinan Sesuai dengan aslinya 
        KEPALA BAGIAN HUKUM 
         SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 

 
 

         NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH 
         PEMBINA (IV/a) 
       NIP. 197907202005012013 
 
      

 


